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Penelitian tesis ini difokuskan pada konsep dan pola hubungan keuangan antara pusat dan daerah yang
mendukung pencapaian tujuan bernegara menurut Undang-Undang nomor 1 tahun 2022 tentang hubungan
keuangan antara pusat dan daerah. Bentuk peneliitian yang digunakan adalah yuridis-normatif dan tipologi
penelitian eksplanatoris. Hasil penelitian yakni terdapat perubahan secara konseptual baik dilihat dari
perspektif norma maupun nomenklatur hukum dalam pengaturanya sejalan dengan tuntutan reformasi dan
demokratisas daerah namun dalam hubungan keuangan ini terlihat menonjolnya keterlibatan pusat dalam
segala unsur penggunaan dana yang mereduksi kebebasan daerah otonom untuk menggunakan anggaran
yang telah diberikan, terlebih keterlibatan pusat ini akan menimbulkan posisi yang paradoksial mengingat
dalam urusan kebijakan penggunaan anggaran ditentukan secararinci oleh pusat sedang didapati masalah di
kemudian hari, yang bertanggung jawab adalah pemerintah daerah. Pola hubungan keuangan saat ini
menggambarkan kedudukan sentralis dari pusat sebagal sumber perumus kebijakan yang merinci dengan
kompleks pengaturanya sehingga daerah hanya diberikan ruang pada kewenangan pelaksanaan, demikian
terlihat bahwa penekanan terhadap sinergi kebijakan fiskal nasional sangat kuat. Hal ini menandakan telah
ada perubahan dari paradigma serta sistem hubungan keuangan yang dimaksudkan dapat mencapai tujuan
kesg ahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia untuk dicapai namun mengorbankan prinsip otonomi itu sendiri
dan menjadi persoalan baru dalam implementasi kebijakan anggaran dengan terlihatnya desentralisasi yang
melemah dan sentralisasi yang menguat, kebijakan hukum dalam Undang-Undang hubungan keuangan ini
sudah final tetapi kedepanya harus ditata kembali hal-hal yang lebih prinsipil yakni eksistensi kedudukan
daerah (desentralisas) yang tidak sepatutnya direduksi oleh kebijakan dari pemerintah pusat.

...... Thisthesis research is focused on the concept and pattern of financial relations between the center and
the regions that support the achievement of state goals according to Law number 1 of 2022 concerning
financial relations between the center and the regions. The research forms used are juridical-normative and
explanatory research typology. The results of the study are that there is a conceptual change, both from the
perspective of norms and legal nomenclature in its regulation in line with the demands for regional reform
and democratization, but in thisfinancia relationship, the central involvement in all elements of the use of
funds reduces the freedom of autonomous regions to use the budget that has been given. Moreover, the
involvement of the center will lead to a paradoxical position considering that in matters of policy the use of
the budget is determined in detail by the center, while problems are found in the future, which is responsible
for the regional government. The current pattern of financial relationsillustrates the centralist position of the
center as a source of policy formulation detailing the complex arrangements so that regions are only given


https://lib.ui.ac.id/detail?id=20520667&lokasi=lokal

space for implementing authority, it can be seen that the emphasis on national fiscal policy synergiesis very
strong. Thisindicates that there has been a change from the paradigm and system of financial relations
which isintended to achieve the goal of welfare for al Indonesian people but sacrifices the principle of
autonomy itself and becomes a new problem in the implementation of budget policies with the visible
weakening of decentralization and strengthening of centralization, legal policies In this Law, financial
relations are final, but in the future, more principal matters must be reorganized, namely the existence of
regional positions (decentralization) which should not be reduced by policies from the central government.



